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Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi
Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap di
lingkungan Pemerintah Kota Surabaya telah ditetapkan
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;

bahwa guna efektifitas dan efisiensi pelaksanaan perjalanan
dinas jabatan dalam negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, maka
beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 32 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Jabatan
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Tidak Tetap.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3495);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005
tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor
20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 18);



Menetapkan

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 4);

14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2012 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
dan Pengadaan Barang dan/Jasa (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2012 Nomor 74) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2012 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
dan Pengadaan Barang dan/Jasa (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2015 Nomor 30);

15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 89 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Surabaya Secara Elektronik (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2012 Nomor 90);

16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah
Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal |

Ketentuan Pasal 13 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun
2013 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (Berita
Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 32), diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) SPPD dapat diterbitkan oleh :

a. Walikota, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas
adalah Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah/Asisten/
Kepala SKPD;



Diundangkan di

b. Wakil Walikota, apabila yang akan melakukan perjalanan
dinas adalah Sekretaris Daerah/Asisten/Kepala SKPD;

c. Sekretaris Daerah atas nama Walikota, apabila yang akan
melakukan perjalanan dinas adalah  Asisten/Kepala
SKPD/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;

d. Asisten atas nama Sekretaris Daerah, apabila yang akan
melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Bidang/Kepala
Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub
Bagian/Staf pada Sekretariat Daerah/Lembaga Teknis/
Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan;

e. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila yang
akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala
Bagian/Kepala Sub Bagian/Staf pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, yang perjalanan dinasnya
dibiayai atas beban anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Penerbitan SPPD oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf b, dan huruf ¢ bagi Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang perjalanan dinasnya dibiayai atas beban
anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dilaksanakan setelah adanya permohonan dari Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Pejabat yang menerbitkan SPPD harus menetapkan biaya
perjalanan dinas sesuai dengan golongan berdasarkan pelaksana
perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8)
dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan
perjalanan yang bersangkutan dengan  memperhatikan
kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal Il

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Surabaya

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Pebruari 2016

Pj. WALIKOTA SURABAYA,
ttd.

NURWIYATNO



Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd.
HENDRO GUNAWAN
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 7
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